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ABSTRAK 
Tesis ini membahas tentang pengaturan hak kepemilikan tanah bagi non 

pribumi di Yogyakarta perspektif Siyȃsah Mȃliyah. Latarbelakang tesis ini adalah 

tidak semua warga negara Indonesia di D.I. Yogyakarta memiliki hak milik yang 

diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria.  Hal ini dapat dilihat dalam Instruksi 

Kepala D.I. Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy 

Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Warga Negara Indonesia (WNI) Non 

Pribumi. 

Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalahnya adalah 

bagaimana perspetif Siyȃsah Mȃliyah terhadap Instruksi Gubernur Di Yogyakarta 

No.K.898 /I /A /1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah 

Kepada WNI Non Pribumi. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah studi 

pustaka (library research) yang bersifat deskriptif analitis, dan menggunakan 

pendekatan yuridis normatif. 

Bahwasannya dalam Siyȃsah Mȃliyah Instruksi Gubernur D.I. Yogyakarta 

No.K.898/I/A/1975 yang dikeluarkan kepala D.I. Yogyakarta saat itu  telah sesuai 

dengan teori maslahat, keadilan, dan kesejahteraan  sebagaimana latar belakang 

instruksi tersebut untuk melindungi warga yang memiliki kedudukan ekonomi 

yang rendah dari warga yang memiiki kedudukan ekonomi yang kuat. Dan 

mengenai kepemilikan yang diberikan kepala daerah berupa hak guna bangunan, 

masuk kedalam teori topang kebijakan yg menyangkut konsep kepemilikan, 

dimana kepemilikan itu merupakan kepemilikan pribadi karena termasuk salah 

satu sebab terjadinya kepemilikan yakni pemberian negara, dan dari segi 

memanfaatkannya  merupakan al-Milk an-Naqish atau kepemilikan yang tidak 

sempurna. 

 

Kata Kunci: Pengaturan, hak kepemilikan tanah, Yogyakarta. 
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ABSTRACT 
 

This thesis discusses the arrangement of land ownership rights for non-

natives in Yogyakarta Siyȃsah Mȃliyah. The background of this thesis is that not 

all Indonesian citizens in D.I. Yogyakarta have property rights regulated in the 

Basic Agrarian Law.  This can be seen in the Instruction of the Head of D.I. 

Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 on The Uniformity of Land Rights Granting 

Policy to Non-Indigenous Indonesian Citizens. 

While in this research the formulation of the problem is how perspetif 

Siyȃsah Mȃliyah to the Instruction of the Governor in Yogyakarta No.K.898 / I / 

A / 1975 on Uniformity policy of Granting Land Rights to Non-Indigenous 

Citizens. The type of research that researchers use is library research that is 

descriptive analytical, and uses normative juridical approaches. 

That in the Siyȃsah Mȃliyah instruction of the Governor of D.I. Yogyakarta 

No.K.898/I/A/1975 issued by the head of D.I. Yogyakarta at that time was in 

accordance with the theory of maslahat, justice, and welfare as the background of 

the instruction to protect citizens who have a low economic position from citizens 

who have a strong economic position. And regarding the ownership given by the 

head of the region in the form of building rights, entered into the theory of 

supporting the policy concerning the concept of ownership, where ownership is 

private ownership because it is one of the reasons for the ownership of the state, 

and in terms of utilizing it is al-Milk an-Naqish or imperfect ownership. 

 

Keywords: Regulation, land ownership rights, Yogyakarta. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN 

Berdasarkan Transliterasi Arab dan Indonesia, pada Surat Keputusan 

Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal  

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 bȃ‟ B Be ب

 tȃ‟ T Te ت

 śȃ‟ Ś es (dengan titik diatas) ث

 Jìm J Je ج

 hȃ‟ Ḥ ḥa (dengan titik dibawah) ح

 khȃ‟ Kh ka dan ha خ

 Dȃl D De د

 Żȃl Ż żet (dengan titik diatas) ذ

 rȃ‟ R Er ز

 Zai Z Zet ش

 Sin S Es ض

 Syin Sy es dan ye ش

 Șȃd Ș es (dengan titik dibawah) ص

 Ḍȃd Ḍ de (dengan titik dibawah) ض
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 ƫȃ‟ Ț te (dengan titik dibawah) ط

 ẓȃ‟ Ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain „ koma terbalik (diatas)„ ع

 Gain G ge dan ha غ

 fȃ‟ F Ef ف

 Qȃf Q Qi ق

 Kȃf K Ka ك

 Lȃm L El ل

 Mîm M Em و

ٌ  Nûn N En 

 Wȃwû W We و

ها  hȃ‟ H Ha 

 Hamzah , Apostrof ء

 yȃ‟ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap adalah syaddah yang ditulis sacara ranggap, contohnya:  

لََّص  Ditulis Nazzala 

َّتهٍ  Ditulis Bihinna 
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C. Ta’Marbutah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan maka ditulis h 

ًة  Ditulis Hikmah حك

 Ditulis „illah عهة

 

(Ketentuan ini tidak dipergunakan bagi kata-kata Arab yang sudah 

terserap dalam bahasa Indonesia, seperti kata zakat, salat dan 

sebagainya dikehendaki lafal lain) 

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu terpisah 

maka ditulis dengan h 

ونياءلأكساية  Ditulis Karȃmah al-auliyȃ‟ 

 

3. Bila ta‟marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t atau h 

 Ditulis Zakȃh al-fíţri شكاةافطس

 
D. Vokal Pendek 

 

 قعم

Fathah Ditulis 

Ditulis 

A 

fȃ‟ala 

 

 ذكس

Kasrah Ditulis 

Ditulis 

I 

Ẓukira 

 

 يرهة

Dammah Ditulis 

Ditulis 

U 

Yażhabu 
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E. Vokal Panjang 

Fathah + Alif 

ال  

Ditulis 

Ditulis 

Â 

Falȃ 

Fathah + ya‟mati 

 تُسى

Ditulis 

Ditulis 

Â 

Tansȃ 

Kasrah + ya‟ mati 

 تفصهيم

Ditulis 

Ditulis 

Ȋ 

Tafsîl 

Dhammah + wawu 

mati 

 صىلٱ

Ditulis 

Ditulis 

Û 

Uṣûl 

 

F. Vokal Rangkap 

Fathah + ya‟ mati 

ىانصحيا  

Ditulis 

Ditulis 

Ai 

az-zuḥailî 

Fathah + wawu mati 

 اندونة

Ditulis 

Ditulis 

Au 

ad-daulah 

 

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

َتهىأأ  Ditulis A‟antum 

عدتأ  Ditulis U‟iddat 

َشكستىئل  Ditulis La‟in syakartum 
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H. Kata Sandang Alif dan Lam 

Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l” 

ٌأانقس  Ditulis Al-Qur‟an 

 Ditulis Al-Qiyȃs انقياض

 

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilanhkan huruf l (el) nya. 

ًاء  Ditulis As-Samȃ انس

ط ً  Ditulis Asy-Syamsû انش

 

I. Penelitian Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penelitiannya 

 Ditulis Żawȋ al-furûḍ ذوي انفسوض

 Ditulis Ahl as-sunnah هم انشُةأ
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia dalam hidupannya membutuhkan lahan tanah guna melangsungkan 

kehidupannya seperti: bercocok tanam. Tanah juga dapat dijadikan sebagai 

investasi bagi para pemilik tanah, misalnya tanah dijadikan untuk lahan 

perkebunan, peternakan, diperjual-belikan, membangun hotel atau apartemen, 

membangun rumah dan banyak lagi.  Hal tersebut senada dengan kandungan 

Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 poin 3 yang menjelaskan bahwasanya 

seluruh sumber daya alam harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. Sebagai 

tempat tinggal orang dan tanah juga menyediakan penghidupan bagi mereka.
1
  

Indonesia termasuk pada negara agraris, di mana eksistensi tanah memiliki 

urgensi yang besar terhadap kesejahteraan rakyat. Wilayah seperti Indonesia, 

keberadaan tanah mempunyai nilai dan kemanfaatan yang sangat tinggi  guna 

menunjang perekonomian negara. Meskipun pada ruang/sektor pertanahan sangat 

tinggi, namun kegiatan manusia didominasi pada sektor ekonomi. Apabila sumber 

daya agraria tidak tertata rapi, maka upaya dalam pemberdayaan dan tranformasi 

sosialpun tidak akan berjalan sesuai dengan perencanaannya. Di antara unsur yang 

dikategorikan dalam dimensi keadilan ialah pada aspek pemerataan, pemilikan 

                                                           
1
  Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko,  Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2001),  hlm. 172.   
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dan penyelenggara serta rehabilitasi sumber-sumber agraria yang bertujuan 

memberikan sebuah jaminan bagi keberlangsungan produksinya.
2
 

Di Indonesia, perkembangan hukum pertanahan tidak dapat dilepaskan dari 

fakta sejarah yang pernah dialami pada masa penjajahan, yang mempengaruhi 

perkembangan hukum agraria baik secara langsung maupun tidak langsung.
3
 

Karena tanah memiliki fungsi yang penting, maka dibentuklah Undang-undang 

No. 5 Tahun 1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).  

Lahirnya Undang-undang Pokok Agraria juga didasarkan pada hukum agraria 

yang dipengaruhi oleh era penjajahan dengan tujuan menimbulkan konflik dengan 

kepentingan masyarakat dan negara.  Undang-undang Pokok Agraria merupakan 

salah satu produk undang-undang yang memasukkan unsur hukum adat dan 

norma agama sebagai ruh dari Undang-udang Pokok Agraria itu sendiri.  Sebelum 

Indonesia merdeka dan berlakunya Undang-undang Pokok Agraria, yang 

diberlakukan adalah hukum agraria kolonial.
4
  

Ketentuan mengenai pertanahan di D.I. Yogyakarta juga telah diatur 

dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2012 Bab X tentang Keistimewaan D.I. 

Yogyakarta, Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Yogyakarta Bab V No. 1 Tahun 

2013 terkait Kewenangan di D.I. Yogyakarta dan Perdais D.I. Yogyakarta Pasal 5 

No. 2  Tahun 2017 terkait Tata Ruang Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten.  

Pad asal 32 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2012 tentang 

                                                           
2
 Thamrin, Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris, ( Yogyakarta: Laksbang 

Pressindo, 2001), hlm. 112. 

3
 Samun Ismaya,  Pengantar Hukum Agraria, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), hlm. 17.  

4
 Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 13.  
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Keistimewaan D.I. Yogyakarta, Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum 

dan subjek hak yang mempunyai hak kepemilikan tanah, hal ini dipertegas lagi 

dalam Pasal 5 ayat (2) Perdais No.2 Tahun 2017. Dalam Pasal 33 Undang-udang 

Dasar Tahun 1945 dan Pasal 2 Undang-undang Pokok Agraria, dalam arti 

pengelolaan tanah Kesultanan dan Kadipaten yang ditetapkan sebagai hak milik 

tanah, dan menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria memenuhi 

syarat sebagai hak turun-temurun, yang paling kuat, dan paling penuh bagi 

pemiliknya, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Pakualaman Kadipaten. 

Sehingga penguasa tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi D.I. 

Yogyakarta tidak dalam arti hak milik negara (HMN). 

Pada dasarnya semua memiliki kewenangan atas semua tanah di Indonesia 

dan dari pemerintah pusat atau Pemda. Tidak ada batasan dan perbedaan 

mengenai hak atas tanah, hak tersebut masih terpandang sebagai hak alamiah yang 

terpandang hormat oleh kesemua kalangan termasuk negara, walaupun masih ada 

batasan kepentingan umum, penguasaan dan pengunaan serta ukuran luasannya.
5
 

Namun hak milik atas tanah yang telah diatur dalam Undang-undang Pokok 

Agraria, tidak semua warga negara Indonesia di D.I. Yogyakarta bisa 

memilikinya. Hal ini dapat dilihat dalam Instruksi Kepala D.I. Yogyakarta No 

K.898 / I / A / 1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah 

Kepada WNI Non Pribumi yang berbunyi: Seperti diketahui, Pemerintah D.I. 

Yogyakarta memiliki aturan yang belum membolehkan WNI non-Pribumi untuk 

memiliki tanah di Yogyakarta. Jika Warga Negara Indonesia non-Pribumi ingin 

                                                           
5
 Aslan Noor, Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia – Ditinjau dari 

Ajaran Hak Asasi manusia, (Bandung: Mandar Maju, 2006), hlm. XII.  
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memanfaatkan tanah yang dimiliki rakyat, maka akan diproses dengan cara 

melepaskan haknya, sehingga tanah tersebut kembali menjadi tanah yang dikuasai 

secara langsung oleh Pemerintah D.I. Yogyakarta kemudian dengan adanya minat 

/ pelepasan mereka harus mengajukan surat permohonan kepada pemerintah 

Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memperoleh hak. 

Orang Indonesia non-pribumi mencakup Eropa berkulit putih 

(Europeanen), Timur Asing (Vreemde Oosterlingen), yang terdiri dari orang 

India, Arab dan Tionghoa, serta orang non-Eropa lainnya.
6
 Aturan ini menegaskan 

bahwa orang Indonesia non-pribumi tidak memliki penguasaan atas hak tanah. 

Mereka hanya diperbolehkan untuk menggunakan, bukan hak milik. Sehingga 

status yang mereka miliki hanyalah hak guna (HGB). Dikeluarkannya pelarangan 

penguasaan tanah non-pribumi dengan mempertimbangkan perlindungan 

kelompok masyarakat lemah, yaitu masyarakat adat Indonesia.  Sebelum 

keluarnya instruksi Wakil Gubernur D.I. Yogyakarta, kebijakan tersebut bahkan 

lebih ketat yakni keturunan warga nonpribumi tidak memiliki hak pengalihan 

tanah sama sekali. Saat ini sudah bisa dialihkan ke status HGB.  Bahkan, pemilik 

HGB juga diberi kebebasan untuk menggunakan sertifikat tersebut sebagai 

jaminan hutang, dialihkan atau dijual sekalipun.  HGB berbeda dengan sewa. Hak 

sewa tidak bisa dijadikan sebagai jaminan hutang. Jadi penggunaannya sama, 

namun statusnya berbeda. HGB bisa diperpanjang, dengan membayar kepada 

negara, (BPHTB). Hal ini dikarenakan pemberi HGB adalah negara bukan istana. 

                                                           
6
 Zakki Amali,  artikel "Duduk Perkara Gugatan Larangan WNI Keturunan Punya Tanah 

di Jogja", 23 November 2019  https://tirto.id/el9k diakses 26 Oktober 2020  

https://tirto.id/el9k
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Kondisi ini berlaku umum secara nasional dan ada rumus penghitungan Bea 

prolehan hak atas tanah dan atau bagunan (BPHTB).
7
 

  Undang-undang Pokok Agraria telah dilegalkan di Yogyakarta sejak 

tahun 1948 melalui Keppres No. 33 Tahun 1984 terkait pelaksanaa penuh 

Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 di Provindi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Dengan adanya Instruksi Kepala D.I. Yogyakarta No. K.898 / I / A / 

1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada WNI Non 

Pribumi, hingga saat ini masih diberlakukan sehingga semakin menimbulkan 

kontroversi dari berbagai pihak. Aturan ini mayoritas ditentang oleh kalangan 

Tionghoa.  

Ahli pertanahan sekaligus anggota Parampara Praja D.I. Yogyakarta, Prof 

Suyitno mengatakan bahwasanya terdapat sejarah panjang di Yogyakarta dari 

zaman Belanda yang menyebabkan Sultan Hamengku Buwono IX saat itu 

mengeluarkan Surat instruksi wakil Gubenur D.I. Yogyakarta tentang Larangan 

Kepemilikan Hak atas Tanah bagi warga non-pribumi hal tersebut dimulai ketika 

zaman Hindia Belanda (Indonesia) saat itu dipimpin oleh Gubernur Daendels 

tahun 1808-1811 banyak warga pribumi menjual tanah keperusahaan asing, 

kemudian kepemimpinannya dilanjutkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van 

Bosch tahun 1830 dan diberlakukannya tanam paksa, hingga akhirnya terdapat 

peraturan Belanda staatsblad dan pemodal asing diizinkan masuk ke Pulau jawa 

awal tahun 1870, namun pemerintah Hindia Belanda mendapatkan protes dari 

                                                           
7
 Usman Hadi, Penjelasan Gamblang Mengapa Nonpribumi Tak Boleh Miliki Tanah di 

DIY, detikNews https://news.detik.com/berita/d-3893029/penjelasan-gamblang-mengapa-

nonpribumi-tak-boleh-miliki-tanah-di-diy  

https://news.detik.com/berita/d-3893029/penjelasan-gamblang-mengapa-nonpribumi-tak-boleh-miliki-tanah-di-diy
https://news.detik.com/berita/d-3893029/penjelasan-gamblang-mengapa-nonpribumi-tak-boleh-miliki-tanah-di-diy
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kalangan sendiri, lalu menghapus tanam paksa di Pulau Jawa dan menggantinya 

dengan politik pintu terbuka (Opendeur-Politik), kemudian pada tahun 1875 

terdapat peraturan Ground-vervreemdings-verbod yang berisi larangan bagi 

pribumi menjual tanahnya ke warga asing, hal ini tetuang dalam staatblad tahun 

1875 No.179. Lalu, Berdasarkan R Rijksblaad Kasultanan 1918 Nomor 16 jo. 

Risjkblaad 1915 Nomor 23, dilakukan reorganisasi dengan tujuan memberikan 

hak atas tanah kepada rakyat biasa dengan hak-hak yang kuat. Tanah sultan 

ground dibagi dua, yaitu Tanah Mahkota dan Sultanaad Ground. Selain itu, milik 

Kadipaten Pakulaman, mengatur hal yang sama.
8
 

Selanjutnya, proses sejarah panjang itu diperkuat dengan adanya UUD 

1945 Pasal 18 b ayat 1 dan 2 tentang daerah khusus dan istimewa serta 

masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya hingga lahirlah UU 

Keistimewaan DIY. "Pasal 18 b UUD 45 mengakui asal-usul hukum adat yang 

berlaku dan UU No 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIY. Artinya, 

kewenangan otonomi demi untuk menyejahterakan masyarakat supaya tidak ada 

ketimpangan, dan didasarkan sejarah, maka tidak salah jika kepala daerah 

melestarikan ketentuan hukum adat, peraturan ini tidak hanya terbatas pada 

golongan Tionghoa, tetapi juga warga nonpribumi lainnya. Sebab, di dalam 

peraturan tersebut hanya menyebutkan nonpribumi.
9
 Selain itu, Suyitno juga 

mengatakan bahwa kebijakan tersebut sampai sekarang masaih relevan dan tidak 

                                                           
8
 Wijaya Kusuma,  Mengapa Warga Nonpribumi tidak boleh punya Tanah di Jogja, 

Kompas.com https://yogyakarta.kompas.com/read/2018/03/01/11395741/mengapa-warga-

nonpribumi-tidak-boleh-punya-tanah-di-jogja?page=all#page2  

9
 Ibid  

https://yogyakarta.kompas.com/read/2018/03/01/11395741/mengapa-warga-nonpribumi-tidak-boleh-punya-tanah-di-jogja?page=all#page2
https://yogyakarta.kompas.com/read/2018/03/01/11395741/mengapa-warga-nonpribumi-tidak-boleh-punya-tanah-di-jogja?page=all#page2
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bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM), karena diskriminasi yang terjadi, 

artinya mempunyai maksud untuk mengahapus diskriminasi sebelumnya yang 

memberikan penderitaan kepada masyarakat Indonesia terutama golongan 3 

(berdasarkan ketimpangan sosial ekonomi) dan kemudian disebut diskriminasi 

positif.
10

 

Pendapat tersebut diperkuat oleh Guru Besar Fakultas Hukum UGM 

Yokyakarta,Prof Nurhasan Ismail menyebutkan D.I. Yogyakarta diberi ruang oleh 

regulasi untuk membatasi WNI non-pribumi dalam penguasaan tanah. Hal itu 

tertuang dalam Pasal 11 ayat 2 Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-

pokok Agraria (UUPA) membolehkan adanya perbedaan aturan hukum, kalau 

memang diperlukan secara sosial ekonomi. Undang-undang itu kemudian 

ditegaskan dalam Instruksi Wakil Gubenur D.I.Yogyakarta No K.898/I/A/1975, 

bahwasannya status tanah yang diberikan kepada non-pribumi hanya hak guna 

bangunan, bukan hak milik. Adanya hal tersebut atas pertimbangan perlindungan 

pada masyarakat pribumi.
11

  

Berangkat dari problematika diatas bahwa warga non-pribumi tidak bisa 

memiliki tanah dengan status hak milik di D.I. Yogyakarta, maka penulis akan 

mencoba mengembangkan menjadi sebuah penelitian dengan tinjauan siyasah 

maliyah. 

 

                                                           
10

 Ibid  

11
 Usman Hadi, Penjelasan Gamblang Mengapa Nonpribumi Tak Boleh Miliki Tanah di 

DIY, detikNews https://news.detik.com/berita/d-3893029/penjelasan-gamblang-mengapa-

nonpribumi-tak-boleh-miliki-tanah-di-diy   

https://news.detik.com/berita/d-3893029/penjelasan-gamblang-mengapa-nonpribumi-tak-boleh-miliki-tanah-di-diy
https://news.detik.com/berita/d-3893029/penjelasan-gamblang-mengapa-nonpribumi-tak-boleh-miliki-tanah-di-diy
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B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan dikaji pada tulisan ini ialah bagaimana 

perspetif Siyȃsah Mȃliyah terhadap Instruksi Gubernur Di Yogyakarta No.K.898 

/I /A /1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada 

WNI Non Pribumi?  

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

Untuk memaparkan bagaimana perspektif Siyȃsah Mȃliyah terhadap 

Instruksi Gubernur Di Yogyakarta No.K.898 /I /A /1975 tentang Penyeragaman 

Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada WNI Non Pribumi. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai saran untuk menambah wawasan peneliti terkhusus pada kajian 

keilmuan/bidang studi yang ditekuni selama kuliah. 

b. Sebagai bahan acuan bagi kalangan peneliti untuk melakukan penelitian 

yang mendalam. 

D. Tinjauan Pustaka 

Penelitian dengan tema Instruksi Gubernur D.I. Yogyakarta No.K.898 / I / A 

/ 1975 serta masalah pertanahan sudah banyak dilakukan oleh kalangan perguruan 

tinggi dan instansi lain. Namun peneliti tersebut mengambil fokus tertentu dengan 

minat masing-masing, diantaranya: 
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  Pertama, Tihara Sito Sear Vetri, “Problematika Surat Instruksi Kepala 

Daerah Permasalahan Nomor. K.898 / I / A / 75 Terkait Penyeragaman Policy 

Pemberian Hak atas Tanah kepada seorang WNI Non Pribumi di Yogyakarta”.  

Penelitian ini membahas tentang bagaimana perlindungan konstitusional atas hak 

milik WNI dan Bagaimana Kedudukan Instruksi Kepala Daerah Istimewa 

Yogyakarta No. VIII. K. 898 / A / 1975 Tersebut. Metode yang peneliti gunakan 

yakni yuridis-normatif-historis dan hasil penelitian ini bahwa konstitusi telah 

menjamin perlindungan hak milik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (4) 

Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang mempunyai kontruksi paling tinggi 

dalam sistem hukum sekaligus menjadi sumber legitimasi atau landasan bagi 

bentuk hukum atau perundang-undangan lainnya.  Kemudian mengenai hak milik 

secara tegas juga telah tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang  No. 39 

Tahun 1999 terkait Hak Asasi Manusia.
12

 

Kedua, Firdausi Safitri, “Tinjauan Yuridis Terkait Hak Kepemilikan 

Terhadap Tanah bagi Masyarakat Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta”.  

Pengkajian ini membahas terkait  Instruksi serta kaitannya dengan Undang-

undang di atas serta alternatif dari problematika yang terjadi.  Metode yang 

digunakan yakni penelitian lapangan (field research). Kajian ini memakai data 

primer yang didapat secara langsung dari  pengkajian di lapangan melalui sumber 

dalam penelitian ini terbagi atas; aparat biro hukum, aparat Kanwil BPN Daerah 

Istimewa Yogyakarta, Notaris dan beberapa warga keturunan Tionghoa.  Hasil 

                                                           
12

 Tihara Sito Sear Vetri, Problematika Surat Instruksi Kepala Daerah Nomor 

K.898/I/A/75 Tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI 

Non Pribumi di Yogyakarta. Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2016. 
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kajiannya menunjukkan bahwasanya Instruksi Kepala Daerah No.K.898 / I / A / 

1975 masih diberlakuan karena terdapat peraturan perundang-undangan khusus 

Yogyakarta walaupun instruksi tersebut kontradiksi  dengan Undang-undang 

Pokok Agraria.
13

 

Ketiga, Firman, “Pembatasan Hak Kepemilikan Hak atasTanah DIY 

kepada WNI Non Pribumi”. Kajian ini ialah berbentuk kajian normatif 

menggunakan metode konseptual, historis dan undang-undang.  Hasilnya 

menunjukkan bahwasanya (1) kedudukan hukum SE kepala DIY No. K.898 / I / A 

/ 1975 terkait Keseragaman Kebijakan Pemberian Hak Tanah bagi Warga Negara 

Indonesia yang bukan warga asli, Kewarganegaraan merupakan kewenangan 

keleluasaan yang dikeluarkan oleh Gubernur Yogyakarta.  Kewenangan 

diskresioner merupakan salah satu strategi untuk mencapai tujuan penuh 

kesejahteraan rakyat khususnya masyarakat Yogyakarta.  (2) Diskriminasi berupa 

Surat Edaran Kepala DIY tersebut adalah diskriminasi dapat berupa terapan.  

Keadilan tidak hanya berarti pemerataan atau setiap orang mendapat bagian yang 

sama, keadilan juga dapat berarti membatasi sekelompok orang dengan 

kemampuan yang lebih kuat untuk memberikan kesempatan kepada kelompok 

besar dengan kemampuan yang lebih lemah.
14

 

Keempat, Ratih Lestarini, “Kebijakan Pertanahan untuk Warga Negara 

Indonesia Keturunan Tionghoa di Yogyakarta;  Diskriminasi atau Diskriminasi 

                                                           
13

 Firdausi Safitri, Tinjauan Yuridis Tentang Hak Kepemilikan Atas Tanah Bagi 

Masyarakat Tionghoa di  Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2016. 

14
 Firman, Pembatasan Kepemilikan Hak Atas Tanah Pemerintahan Daerah Istimewa 

Yogyakarta Kepada WNI Nonpribumi, Tesis Universitas Hasanuddin Makassar, 2018. 
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Positif”. Penelitian ini mengkaji keberlakuan kebijakan pertanahan terkait 

pembatasan pemberian hak atas tanah bagi Warga Negara Indonesia keturunan 

Tionghoa di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam konteks ini, mereka 

hanya dapat diberikan hak atas tanah berupa HGB, tidak diperkenankan untuk 

mendapatkan hak milik atas tanah di Yogyakarta. Sehingga pembatasan tersebut 

dinilai sebagai suatu pembedaan perlakuan terhadap WNI Keturunan Tionghoa. 

Hal ini menjadi penting untuk dibahas mengingat Undang-Undang No 5 Tahun 

1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria menjamin penataan penguasaan tanah 

diarahkan untuk dapat dimanfaatkan bagi seluruh Warga Negara Indonesia tanpa 

kecuali secara adil. Pembahasan isu akan dilihat dalam perspektif sosiologi 

hukum sehingga dapat menjelaskan bagaimana masyarakat Yogyakarta merespon 

kebijakan tersebut. Hasil penelitian ini bahwasannya masyarakat sendiri merespon 

kebijakan terkait dengan peraturan yang membatasi akses untuk memperoleh hak 

milik atas tanah oleh WNI keturunan Tionghoa terbagi dalam beberapa kelompok. 

Pertama, di kelompok yang tidak setuju yakni kelompok warga keturunan 

Tionghoa. Warga keturunan Tionghoa sendiri terbelah menjadi dua yaitu mereka 

yang telah lama tinggal dari generasi sebelumnya dan mengerti keberlakukan 

kebijakan tersebut secara historis, menganggap kebijakan tersebut cukup adil. 

Sementara, kelompok warga Tionghoa yang berlatar belakang pengusaha 

mengartikan kebijakan dimaksud sebagai kebijakan yang bersifat disktiminatif 

dan bertentangan dengan HAM. Kedua, kelompok yang sutuju adalah mereka 

yang berlatar belakang akademisi yang menganggap kebijakan tersebut sebagai 

kebijakan yang affirmative Policy karena memang secara historis telah terjadi 
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kesepakatan antara Sultan Hamengku Buwono dengan masyarakat Tionghoa 

yakni mereka boleh tinggal di wilayah Yogyakarta namun tidak dengan disertai 

dengan mendapatkan hak milik atas tanah yang ditempatinya.
15

 

Kelima, Widianto Arie, “Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Hak Milik 

atas Tanah bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa di Daerah Istimewa 

Yogyakarta”.  Secara umum, pendekatan yang dipakai pada pengkajian ini ialah 

yuridis normatif. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwasanya notaris akan 

cenderung lebih dahulu memberikan pertimbangan hukum terkait perjanjian 

pinjaman nama sewaktu membuah perjanjian jual beli WNI keturunan Tionghoa 

di Yogyakarta. Lebih jauh, status keabsahan dari jual beli yang dibentuk oleh 

Notaris atau PPAT sah secara hukum, namun tanpa melihat adanya perjanjian 

pinjaman nama. Sementara itu, perbedaan status hak kepemilikan yang diterima 

WNI keturunan Tionghoa di Yogyakarta adalah karena adanya Instruksi Kepala 

Daerah Istimewa Yogyakarta No. K / 898 / I / A / 75 masih berlaku. Sedangkan di 

wilayah lain BPN pusat dapat memproses peralihan hak milik terhadap warga 

negara Indonesia keturunan ionghoa karena berdasarkan aturan Pasal 21 UUPA.
16

 

Keenam, Erika Medinah, “Kajian Hukum Perolehan Hak Milik atas Tanah 

untuk Warga Non Pribumi di DIY”. Penelitian ini berupa metode yuridis normatif 

dan pendekatan perundang-undangan, pendekatan histori, dan pendekatan 

konseptual. Sumber hukum penelitian ini berupa hukum primer dan sekunder. 

                                                           
15

  Ratih Lestarini, Kebijakan Pertanahan bagi WNI Keturunan Tionghoa DiYogyakarta; 

Diskriminasi atau Diskriminasi Positif. Jurnal Hukum & pembangunan  Vol 48 No. 1 (2018). 

16
 Widianto Arie, Kajian hukum tentang kepemilikan Hak Milik Atas Tanah bagi Warga 

Negara Indonesia keturunan Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tesis Universitas Gajah 

Mada, 2007.  
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Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun lahir dan besar di 

Yogyakarta, WNI keturunan tetap tidak bisa memperoleh hak milik atas tanah di 

Yogyakarta. Karenanya, cara yang bisa ditempuh adalah dengan cara letigasi.
17

 

Ketujuh, Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, “Tinjauan Hukum Islam 

tentang kepemilikan tanah bagi WNI keturunan Tionghoa di DIY”. Melalui studi 

lapangan beserta telaah deskriptif analitik dan pendekatan normatif. Hasil 

penelitian ini menemukan bahwa aturan mengenai batasan hak milik yang dimilik 

WNI keturunan Tionghoa di Yogyakarta dengan status HGB tidak bertentangan 

dengan aturan Islam, dan merupakan kepemilikan tidak sempurna karena proses 

kepemilikannya memerlukan akad baru disetiap perpanjangan HGB.
18

 

Kedelapan, M. Sulton Adibi, “Hak Kepemilikan Tanah bagi Penduduk 

Non Pribumi di DIY Perspektif Siyasah Syari'ah”. Pendekatan yang digunakan 

ialah menggunakan studi pustaka serta ditelaah menggunakan metodologi 

deskriptif-analitik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aturan mengenai hak milik 

WNI keturunan Tinghoa semata-mata diperuntukkan untuk melindungi warga 

Yogyakarta dari gempuran investor besar. Keputusan tersebut dapat dikategorikan 

menguntungkan menurut pandangan Siyasah Syari'ah.
19

 

Kesembilan, Desy Pitaloka, “Kebijakan Gubernur Yogyakarta Sultan 

Hamengku Buwono IX tentang Kepemilikan Hak Tanah bagi Warga Negara 

                                                           
17

  Erika Medinah, Kajian Hukum Perolehan Hak Milik Atas Tanah Untukwarga Non-

Pribumi Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Narotama Suranaya, 2018. 

18
  Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan 

Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. 

19
  M. Sulton Adibi, Hak Milik Atas Tanah Warga Non-pribumi di Daerah Istimewa 

Yogyakarta Perspektif Siyasah Syari‟ah. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019. 
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Indonesia Keturunan Tionghoa di DIY Perspektif Siyasah Dusturiyyah”. 

Pendekatan yang digunakan yaitu studi lapangan dengan karakteristik penelitian 

deskriptif analitis dan pendekatan yuridis empiris.  Hasilnya memperlihatkan 

bahwa Instruksi Gubernur DIY No.K.898 / I / A / 1975 merupakan upaya untuk 

memberikan perlindungan bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang 

rendah dalam perkara siapa yang memiliki ha katas tanah supaya tidak dimiliki 

kelompok yang ekonominya tinggi, seperti orang-orang Tionghoa. Langkah ini 

bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Langkah ini juga 

sejalan dengan asas keadilan dalam aturan Islam atau dalam siyasah dusturiyyah 

dalam rangka menjamin kemaslahatan masyarakat terutama dalam urusan 

perlindungan harta dan benda.
20

 

Berbeda dengan penelitian-penelitian lain yang telah diuraikan 

sebelumnya, dalam penelitian ini penulis lebih menitikberatkan pada perspektif 

Siyȃsah Mȃliyah dalam melihat Instruksi Gubernur di Yogyakarta No.  K.898 / I / 

A / 1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada WNI 

Non Pribumi. 

E. Kerangka Teori 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori Siyȃsah Mȃliyah yakni 

mengenai bagaimana cara-cara kebijakan yang diambil dalam rangka untuk 

                                                           
20

  Desy Pitaloka, Kebijakan Gubenur DIY Sultan Hamengku Buwono IX Tentang 

Pemilikan Hak Atas Tanah Bagi WNI Keturunan Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta 

Perspektif Siyasah Dusturiyyah. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019. 
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mengatur yang diorentasikan terhadap kemaslahatan rakyat, karena dalam Siyȃsah 

ada tiga faktor hubungan yakni rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan.
21

 

Dikalangan rakyat ada dua kelompok dalam suatu negara yang harus 

berkerjasama dan saling membantu yakni antara orang-orang kaya dan orang-

orang miskin. Dalam siyasah maliyah berbicara bagaimana kebijakan yang harus 

diambil pemerintah agar terciptanya keharmonisan dua kelompok tersebut, agar 

kesenjangan antar orang kaya dengan orang miskin tidak semakin melebar.
22

 

Sebagaimana dalam kaidah fiqih Siyȃsah dan firman Allah SWT. QS. an-Nissa 

(4): 58 sebagai berikut: 

ةِ  ًَصهَْحَ 23تَصسَُفُ الإيِاَوِ عهََى انسًعِيَةِ يَُُى طٌ تِان       

                                    

                     
24
  

 

 Siyȃsah Mȃliyah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem 

pemerintahan islam yang mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara. 

Dalam  kajian ini membahas sumber-sumber pendapatan negara dan 

pengeluarannya. Maka posisi prinsip-prinsip siyȃsah mȃliyah menjadi hal penting 

yang mendasari terbentuknya instruksi gubernur, karena setiap peraturan yang 

                                                           
21

 A.Djazuli, Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu 

Syariah, cetakan 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hlm 28.  

22
 Ibid, hlm 177  

23
 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah-masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 147.  

24
  an-Nissa (4): 58 
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membahas mengenai perekonomian daerah dan mengenai kebijakan pengelolaan 

kekayaan negara menjadi salah satu pembahasan siyȃsah mȃliyah. 

Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Prinsip keadilah 

b. Prinsip mashlahah mursalah 

c. Prinsip amr ma‟ruf nahi munkar 

Serta mengenai kebijakan pengelolaan kekayaan negara terdapat teori-teori 

yang berkembang dalam siyȃsah mȃliyah yakni: 

a) Teori tanggung jawab negara (mas‟uliyah ad-daulah) yang meliputi 

konsep tanggung jawab sosial (tadhȃmun al-ijtimȃ‟i); 

b) Teori keseimbangan sosial (tawȃzun al-ijtimȃ‟i). 

Selain itu, teori yang berkembang dalam siyȃsah mȃliyah, yaitu: 

1. Teori Landasan kebijakan, yakni menyangkut konsep maslahat, 

keadilan, dan kesejahteraan; 

2. Teori Topang kebijakan, yakni menyangkut konsep kepemilikan, 

penguasaan, dan pemindahan hak milik; 

3. Teori Payung kebijakan, yakni menyangkut konsep etika, yaitu 

kesadaran tertinggi nurani seorang pengambil kebijakan dalam 

mengelola, mendistribusikan, dan menggunakan kekayaan.
25

 

Dari beberapa teori diatas peneliti akan memfokusan pada teori landasan 

kebijakan, yakni menyangkut konsep maslahat, keadilan, dan kesejahteraan dan 

teori topang kebijakan, yakni menyangkut konsep kepemilakan yang nantinya 

                                                           
25

 Ibid, hlm. 5.  
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akan digunakan sebagai analisis dari Instruksi Gubernur di Yogyakarta No 

K.898/I/ A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah 

Kepada WNI Non Pribumi. 

F. Metodologi Penelitian 

Aspek metodologi yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah 

secara ilmiah yaitu: 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang penuls gunakan adalah penelitian pustaka (Library 

research) yaitu penelitian yang menggunakan sumber buk-buku,
26

 buku yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah  buku yang berkaitan dengan Siyāsah 

maliyah serta karya ilmiah yang membahas tentang Instruksi Gubernur di 

Yogyakarta No.  K.898 / I / A / 1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian 

Hak Atas Tanah Kepada WNI Non Pribumi. 

2. Sifat penelitian  

Sifat dari pengkajian ini ialah bersifat deskriptif analitis, yaitu metode 

yang berfungsi dalam mendiskripsikan dan menganalisis persoalan yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti.
27

 Dan menggunakan pendekatan normatif 

yuridis yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan 

cara meneliti dan memahami teori-teori, kaidah-kaidah, asas-asa hukum, konsep-

                                                           
26

 Sutrisno Haadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offet, 1999), hlm. 9.  

27
 Sukandarumidi, Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula, cet 

ke-4, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2012), hlm. 104.  
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konsep, serta peraturan perundang-undangan
28

 yang berkaitan dengan Instruksi 

Gubernur di Yogyakarta No.  K.898 / I / A / 1975 tentang Penyeragaman Policy 

Pemberian Hak Atas Tanah Kepada WNI Non Pribumi.  

3. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder 

yaitu: 

a. Data Primer dalam penelitian ini adalah sumber pustaka yang di peroleh 

dari Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.K.898 / I / A / 

1975, Undang-undang Pokok Agraria, Undang-undang No.13 Tahun 

2012 terkait Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Perda D.I. 

Yogyakarta No.1 Tahun 2013 terkait Kewenangan dalam Urusan 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Perdais Daerah 

Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2017 terkait Tata Ruang Tanah 

Kadipaten dan Kesultanan. 

b. Data Sekunder pada penelitian ini yaitu sumber pendukung yang 

diperoleh dengan menggunakan media perantara. Data sekunder biasanya 

mencakup catatan sejarah yang telah disusun dalam arsip atau buku 

seperti buku siyȃsah mȃliyah, hukum Islam, dan literatur yang berkaitan 

dengan hak kepemilikan Tanah. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Data kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data dari sumber 

sekunder yang mencakup baik literature hukum primer maupun sekunder. Oleh 

                                                           
28

 Johni Ibrahim, Teori dan Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Banyumedia 

Publishing, 2007), hlm. 300.  
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karena itu, langkah pertama dimulai dengan pengumpulan data dari Instruksi 

Gubernur D.I. Yogyakarta No.K.898 / I / A / 1975, Undang-Undang Pokok 

Agraria, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2/2017 terkait Tata Ruang 

Tanah Kadipaten dan Kesultanan, Undang-undang  No. 13 Tahun 2012 terkait 

Keistimewaan D.I. Yogyakarta, Perda D.I. Yogyakarta No.1 Tahun 2013 terkait 

Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. buku-

buku,  jurnal serta teori siyȃsah mȃliyah dan data yang berhubungan dengan 

penelitian. 

5. Teknik Analisis Data 

Hal fundamental dalam metode ilmiah adalah analisis data. Huberman dan 

Miles menjelaskan bahwa, terdapat tiga tahap yang harus dilewati sewaktu 

melakukan analisa data, yaitu: 

a. Reduksi data, seluruh data lapangan yang dikumpulkan akan dianalisis dan 

hanya difokuskan pada bagian-bagian penting yang berkaitan dengan  Instruksi 

Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898 / A / 1975 dan hak 

kepemilikan atas tanah.  

b. Display data, peneliti akan memastikan bahwa data yang akan disajikan dapat 

dikuasai dengan baik. 

c. Verifikasi data, pada tahap ini peneliti akan melakukan verifikasi atas data 

yang sudah dikumpulkan. Setalah melakukan verifikasi, peneliti akan 

menyimpulkan makna dari analisis yang sudah dilakukan.  

Berdasarkan langkah-langkah analisis di atas, maka metode analisis data 

menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan melalui data 
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informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu kondisi yang terjadi pada saat 

penelitian, yang berkaitan dengan Instruksi Gubernur D.I. Yogyakarta No.K.898 / 

I / A / 1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada 

WNI Non Pribumi. 

G. Sistematika Pembahasan 

Adapun sitematika dalam penulisan ini disusun dengan lima bab, yaitu:  

Pada bab pertama, penelitian ini membahas mengenai latar belakang, 

rumusan masalah serta pertanyaan yang akan dijawab melalui rumusan masalah, 

kemudian membahas tujuan dan kegunaan peneliti, kajian pustaka (penelitian 

terdahulu) untuk dijadikan bahan acuan dan untuk melihat perbedaan antara 

penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini. 

Sementara pada bab kedua, peneliti akan menguraikan teori yang 

digunakan, yaitu: Pengertian siyȃsah mȃliyah, sumber Hukum siyȃsah mȃliyah, 

dan Ruang Lingkup siyȃsah mȃliyah. Bab ketiga memaparkan Gambaran Umum 

D.I. Yogyakarta, Sejarah Pertanahan D.I. Yogyakarta, latar belakang lahirnya 

Instuksi Gubenur No. K.898/I/A/1975, dan Hak-hak Atas Tanah menurut UUPA. 

Bab keempat membahas analisis tentang bagaimana perspektif siyȃsah 

mȃliyah terhadap Instruksi Gubernur Di Yogyakarta No.K.898 /I /A /1975 tentang 

Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada WNI Non Pribumi, 

serta akan membahas proses pelaksanaan instruksi tersebut. 

Selanjutnya pada bab kelima peneliti menguraikan Kesimpulan dari bab 

sebelumnya serta memberikan saran untuk perkembangan mengenai instruksi 

Gubernur D.I. Yogyakata No. K.898 / I / A / 1975. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Bahwasannya dalam Siyȃsah Mȃliyah Instruksi Gubernur D.I. Yogyakarta 

No.K.898/I/A/1975 yang dikeluarkan kepala D.I. Yogyakarta saat itu  telah sesuai 

dengan teori maslahat, keadilan, dan kesejahteraan  sebagaimana latar belakang 

instruksi tersebut untuk melindungi warga yang memiliki kedudukan ekonomi 

yang rendah dari warga yang memiiki kedudukan ekonomi yang kuat. Dan 

mengenai kepemilikan yang diberikan kepala daerah berupa hak guna bangunan, 

masuk kedalam teori topang kebijakan yg menyangkut konsep kepemilikan, 

dimana kepemilikan itu merupakan kepemilikan pribadi karena termasuk salah 

satu sebab terjadinya kepemilikan yakni pemberian negara, dan dari segi 

memanfaatkannya  merupakan al-Milk an-Naqish atau kepemilikan yang tidak 

sempurna.  

B. Saran 

Sebagai warga negara Indonesia, kebijakan pemerintah harus tetap kita 

patuhi karenat memiliki tujuan yang baik yakni demi kemaslahatan rakyatnya. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

TERJEMAHAN AL-QURAN, HADITS, DAN ISTILAH-ISTILAH 

Hal 
Ayat al-Quran dan 

Hadits 
Terjemahan Ayat 

 Kaidah Fiqh Tindakan atau kebijaksanaan kepala negara terhadap rakyatnya 

tergantung kepada kemaslahatan. 

 Q.S. An-Nisa‟ (4): 58 Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 

 Q.S. Al- Hasyr (59): 11 Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang munafik yang 

berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli 

kitab: "Sesungguhnya jika kamu diusir niscaya Kamipun akan 

keluar bersamamu; dan Kami selama-lamanya tidak akan patuh 

kepada siapapun untuk (menyusahkan) kamu, dan jika kamu 

diperangi pasti Kami akan membantu kamu." dan Allah 

menyaksikan bahwa Sesungguhnya mereka benar-benar 

pendusta. 

 Q.S. Luqman (31): 20 tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah 

menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan 

apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya 

lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah 

tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk 

dan tanpa kitab yang memberi penerangan. 

 Hadits  Orang yang bekerja untuk orang-orang yang lemah dan orang-

orang miskin adalah seperti orang yang jihad di jalan Allah, 

sholat malam dan puasa sepanjang masa 

 Q.S. An- Nisa‟ (4): 11 Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka 

untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama 

dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu 

semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua 

pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu 

seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua 

orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta 

yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; 

jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia 
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diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat 

sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa 

saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-

pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia 

buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang 

tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di 

antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. 

ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Bijaksana. 

 Q.S. Al- Anfal (8): 1 mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta 

rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang 

kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada 

Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan 

taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-

orang yang beriman." 

 Q.S. Al- Hasyr (59): 6 dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 

RasulNya (dari harta benda) mereka, Maka untuk mendapatkan 

itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) 

seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan 

kepada RasulNya terhadap apa saja yang dikehendakiNya. dan 

Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 

 Q.S. At- Taubah (9): 29 perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan 

tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak 

mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya 

dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), 

(Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, 

sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka 

dalam Keadaan tunduk. 

 Q.S. Al- An‟am (6): 141 dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan 

yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang 

bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa 

(bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari 

buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan 

tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan 

disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu 

berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang 

yang berlebih-lebihan. 

 Q.S. An- Nisa‟ (4): 58 Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 
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 Q.S. Asy- Syura (42): 

15 

Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan 

tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah 

mengikuti hawa nafsu mereka dan Katakanlah: "Aku beriman 

kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku 

diperintahkan supaya Berlaku adil diantara kamu. Allah-lah 

Tuhan Kami dan Tuhan kamu. bagi Kami amal-amal Kami dan 

bagi kamu amal-amal kamu. tidak ada pertengkaran antara 

Kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-

Nyalah kembali (kita)". 

 Kaidah Fiqh Tindakan atau kebijaksnaan kepala negara terhadap rakyatnya 

tergantung kepada kemaslahatan. 
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